
GUBERNUR SUMATERA UTARA

--
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAj{\I
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2I]13

Menimbang: a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri l.l)alam
Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 terr:Ltang

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah d iubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri L)rrlam
Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam llrlegeri

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2A06 terrtang
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Perner::intah
Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kt:1rada
Pegawai Negeri Sipil;

bahwa pemberian tambahan penghasilan sebaggi.nrana
dimaksud dalam huruf a, untuk meningkiltkan
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkt.urgan
Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimi,dcsud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratrrran
Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ltl'r:geri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumaterei llJtara

Tahun Anggaran 2Al3;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 terrtang
Pembenfukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perut;urhan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera l.Jtara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nkr,mor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indc,nLesia

Nomor 11O3);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokolr;-lbkok
Kepegawaian (kmbaran Negara Republik Indonesia T'irhun
t97+ Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Reprutblik
Indonesia Nomor 3O4U sebagaimana telah diubah de:rrgan

Mengingat : 1.

b.

c.

2.



5.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perutre*ran

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang P,rkok-
Pokok Kepegawaian (Lembaratt Negara Republik Indcrrtesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran N egara

Republik Indonesia Nomor 38901;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuaLngan

Negara flrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun .r]OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcr:rtesia

Nomor a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tetltang
Perbendaharaarl Negara (Lembaran Negara Rep'rrblik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lermliriran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tetrtang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuaurgan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2',OO4

Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik InrdonLesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 te.trtang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik IndorLesia

Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran N'::igara

Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diiurbah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Notmr:rt: 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-lUnclang
Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan DuLrsrah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 N{cmor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo'nLesia

Nomor 4844\',

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 terllang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inrio,r:iesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran N$Baro

Republik Indonesia Nomor 44381;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1950 te;trlang

Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Reprrurblik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 telrlang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Reprtrblik

Indonesia Tahun 2005 Nomor l4A, Tambahan Letnhgran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 teLrlang

Pedoman PenSrusunan dan Penerapan Standar Pela5itman

Minimal (Lerr:baran Negara Republik Indonesia Tahun :2|OOS

6.

7.

8.

9.

10.



11.

12.

13.

14.

16.

L7.

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcrrtesia
Nomor a585h

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 20A6 te:ntang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Perner:i:ntah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 ltliomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcrr.rtesia

Nomor a6A|;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AOT tentang
Pembagtan Urusan Pemerintahan Antara Pemr:r:irrrtah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Drterah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indcr:rtesia

Tahun 2OAT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O ter:rtang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara ReFirrblik

Indonesia Tahun 2Arc Nomor 74, Tambahan Lermlllrlran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia biiomor

13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keu:;rrrgan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terilkhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T'rlhun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan M,t:rlrteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedrrman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia l\lrcrmor

37 Tahun 2AI2 tentang Pedoman Penyusunan Anglliaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O13;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Ullrsan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Surrtia,tera

Utara (Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara T'ilhun
2OOg Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Orga:rrr,isasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Drcwan

Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera I'Jtara

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun :i1008

Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Org;a:lrr:isasi

dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara

{Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun l:}O08

Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang OrgarriL:isasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Surrtia'tera

Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara T'ilhun

2OOB Nomor 9);

18.

19.



2O. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OOg tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga La.innya
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Fr,{r'rinsi
Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 6, Tambahan Lemb;Brarl
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2AL2 tentang Anggpran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Suma.tera Lttara
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumaterer [-ftara
Tahun 2OI2 Nomor 4);

22. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2AI2 teirrtang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Di:lerah
Provinsi Sumatera Utara ?ahun 2Ol3 (l,embaran Di,r,erah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI2 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHAfIILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMEIRI]I\ITAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2.Pemenntah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Drilr:rah

sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara )rang
bertugas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Jrang

ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundan g-undangan.

4. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan keg;i.iltan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahitan,

pelaporan, pertanggungiawaban dan pengawasan keu.aLTLBsfI

daerah.

6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatanlprogram )rang

akan atau telah dicapai sehubungan dengan peng!{u.nLaat}

anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.



7. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di b,i.rlang

tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tqjuan
pembangunan nasional.

8. Tambahan Penghasilan adalah suatu bentuk penghar:1;aan

dan dorongan terhadap Pegawai Negeri Sipil r.urtuk

meningkatkan pelayanan publik yang prima dan lebih
baik lagi.

9. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai l,lt:geri

Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi indul<nya
yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.

1O. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegl;:rwai

Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi
induknya yang gajinya dibebankan pada instansi Jiang
menerima perbantuan.

ll.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disilr:rlgkat

SKPD mencakup:

a. Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Penvarlkilan

Ra\yat Daerah Provinsi $umatera Utara.

b. Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

c. Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara.

d. Lembaga Lainnya Provinsi Sumatera Utara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan dimaksudkan dalam ra.nLgka

memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan fiutgas

pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah,

Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningka"tkan

kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemeri.rttah

Daerah.

BAB III
KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan:

a. tempat bertugas;

b. kelangkaan profesi;

c. beban kerja.

(1)

t2l



(1)

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan 'Ternrpat

Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 h'ur uLf a,
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugais prada

Kantor Perwakilan Provinsi Srrmatera Utara di Ja.lsarta
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merLlpiakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelang;lkaan
Profesi sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 3 hrrrnf b,
diberikan kepada Widyaiswara, Auditor, Penglia.was

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (lPZl,lPD)

dan Peneiiti yang besarnya sebagaimana tercantum cjla"lam

Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampirr,rn V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per:ati:Lran

Gubernur ini.

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban ;t(erja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk:

Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli
Gubernur dan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera l..tbara

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang men p:lkan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Satuan lrierja

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagait:nana

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang mendtt.cluki

Jabatan Fungsional sepanjang tidak diatur dalam Peraturar:rr ini
dipersamakan dengan Staf {Non Eselon) dengan tetap menerima
T\rnj angan Jabatannya sesuai ketentuan peraturan peru.ncl. emg-

undangan.

Pasal 7

{1) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Departemen, LemLhraga

Pemerintah Non Departemen, Provinsi dan/'€ttau
KabupatenlKota lain namanya telah termasuk dalam daftar
gqii di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera l.llilara

yang tidak menduduki Jabatan Struktural/Fungsional
sepanjang diatur dalam Peraturan ini, diberikan Tambr;lhan

Penghasilan jika telah bekeda pada SKPD Pemr:rjiilLtah

{2)

b.



(4)

(5)

Provinsi Sumatera Utara selama 1 (satui tahun terliitung
sejak diterbitkannya Surat Perintah T\rgas {SPT}.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar SKPD tidak
menerima Tambahan Penghasilan.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar $IKPD,

menerima Tambahan Penghasilan yang besirrnya
dipersamakan dengan staf (Non eselon).

Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dirni'rlrsud

dalam Pasal 5 dianggarkan dan dibayarkan melalui ,SKPD

masing-masing.

Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakanL f-rgas

belajar tidak menerima tambahan penghasilan.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada
Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Surrt.sttera

Utara Tahun Anggaran 2013 yang dibayarkan setiap bulan,

Pasal 9

(1) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidal+ l'lradir

melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sebesar 5 o/o

(lima persen) per hari dari besaran keseluruhan TamtriaLhan

Penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya.

(2) Untuk tertib administrasi pembayaran Tamt;,,arhan

Penghasilan, diharuskan kepada seluruh SKPD Perneri'rrtah

Provinsi Sumatera lJtara mempersiapkan daftztr hadir
Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bukti sah sehagai

dasar pembayaran.

(3) Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas
didasarkan kepada daftar hadir pelaksanaan apel seti.ap hari
kerja pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

{ } Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud ayat t1),
disetorkan ke Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utalra.

BAB V
IANGKA WAKTU

Pasai 1O

(1) Tambahan Penghasilan dibayar terhitung sejak Januari
sampai dengan Desember Tahun 2013,



{2}Tambahan Penghasilan dibayarkan sesuai cle::4gan

kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 1 1

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Perat,trran
Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2A12 tenlilng
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkurrl;an
Pemerintah Provinsi Srrrnatera Utara Tahun Anggaran 

";1,{rt2dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangka:n.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintal:rl<an
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempata:'tlrya
dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Maret 2013

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTF'FLA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 4 lYlar-lrl* =rct !

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

/"/ 16_\
NURSIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 6



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA IJTARA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TANGGAL 4 Maret 2013

PEMBERIAN TA.IVTFAHAN PENGHASILAN PEGA\IfAI NEGERI SIHL
YANG BERTUGAS PADA KANTOR PERWAKILAN

PROVINSI SUMATERA UTARA DI JAKARTA

PIt. GUBERNUR SUMATERA U-TI\RA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN I[]RP)

1 Kepala Kantor 5.OOO"OOO,-

2 Kasubbag 3.000.ooo,-

3 Staf

a. Golongan IV 2.750.O00,-

b. Golongan III 2.500.o0o,-

c. Golongan II 2.000.000,-

d. Golongan I 1.750.000,-



LAMPIRAN IJ PERATURAN GUBERNUR SUMATERA {-ITARA
NOMOR 5 TAHUN 2AI3
TANGGAL 4 Maret 2013

PEMFERI.AN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERT SIPIL
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA WIDYAI SWARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Plt. GUBEBNUR SUMATERA Ull'i\BA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

NO. JABATAN GOLONGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN/

BULAN {Rp}

1 Widyaiswara Utama Iv ld s/d IV/e 4.500.o0o,-

2 Widyaiswara Madya tV la s/d IVlc 4.OOO.000,-

3 Widyaiswara Muda Irrlc s/d III/d 3.000.o00,-

4 Widyaiswara Pratama Itt/a s/d III/b 2.250.OOO,-



LAMPIRAN III PERATURAN GUFERNUR SUI4ATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2OL3
TANGGAL 4 Maret 2013

PEMBERIAN TA}{BAHAN PENGHASIL-AN PEGAWAI NEGERI $IPII,
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA AUDITOR

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Plt. GUFERNUR $UMATpBA UrARI\,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASIL,AI$I/
BULAN {Rp)

1 Auditor Ahli Madya 3.000.000,-

2 Auditor Ahli Muda 2.750.000,-

3 Auditor Ahli Pratama 2.500.0o0,-

4 Auditor Penyelia 2.250.000,-

5 Auditor Pelaksana lanjutan 2.OOO.000,=

6 Auditor Pelaksana 2.00O.000"-



LAMPIRAN IV PERATURAN qUBERNUR $UMATERA |ITARA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TANGGAL 4 Maret 2013

PPMFERIAN TAM€AIIAN PENGHASILAN PPGAWAI NEGERI S.IPIL
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PENGAWAS

PEI{YELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD)
DI LINGKUNGAN PEMERIN?AFJ PROVINSI SUMATERA UTARA

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARFI,

dto

GA.TOT PUJO NUGROHO

NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILANI,I
BULAN (RP)

1 Pengawas Pemerintahan Madya 3.OOO.OOO,-

2 Pengawas Pemerintahan Muda 2.750.000,-

3 Pengawas Pemerintahan Pertama 2.500.o00,-



LAMPIRAN V PERATVRAN qUFERNUR SVMAT
NOMOR 5 TAHUN 2013
TANGGAL 4 Maret 2013

PEMFgRLANTA},{-84H.4}.I.PE}TGH4S.I.LANP-ESAWAIN.Pg*E-RI$.LP,I
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PENELITI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Plt GUBERNUR SUNIATERA

dto

GA.TOT PUJQ NUGRO

TAMBAHAN PENG

BULAN {Rp)

3.250.OO0,-Peneliti Utama

Peneliti Madya 2.75O.OOO,-

2.250.OOO,-Peneliti Mrrda

Peneliti Pertama



LAMPIRAN VI PERATURAN GUEERNUR SUMATERA TJTARA

NOMOR 5 TAHUN 2013
TANGGAL 4 Maret 2013

PE}I\/I-BERIAN TA.M BAHAN PENGHASII.AI..{ PEGAWAI N EGERI S IPI L
BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA SEKRETARIS DAERAH, ASIST]I}N,

STAF AHLI GUBSU, INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA UTATi}T

NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASI I"AT\{ /
BULAN (Rp)

1 Sekretaris Daerah Provinsi 3Q.OOO.OOO,-

2 Asisten Sekdaprovsu 22.AOO.OOO,-

3 Staf Ahli Gubsu 20.oo0.ooo,-

4 lnspektur 15.000.ooo,-

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARI\,

dto

GATOT PUJO NUGROHO



LAMPIRAN WI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA IJTARA
NOMOR 5 TAHUN 2073
TANGGAL 4 Maret 2013

PEMBERI^N TAMgAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIHL FERDAS/!.]RKAN
BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS PADA S,ATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTA,]FIA

NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASII.,II,N
/BULAN (Rp)

I Kepala Dinas/Badan, Sekwan,
Direktur RSJ, Kepala Biro, Ka. Satpol
PP dan Sekretaris Korpri

10.000.ooo,-

2 Sekretaris/ Irban/ Kabid/
Kabas.lKepala UPTDI Wakil RSJ

3.250.OOO,-

3 Kasubbag/ Kasi/ Kasubbid dan
Kasubbas UPTD

2.250.OOO,-

4 Staf

a. Golongan IV 2.AOA.OAO,-

b. Golongan III 1.750.000,-

c. Golongan I dan II 1.500.ooo,-

Plt. GUFERNUR SUM-ATER*L UTA&1!i,

dto

GATOT PUJO NUGROHQ


